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ABSTRAK : - berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52/PUU-

IX/2011 menyebutkan kata “gplf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan 

Retribusi daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomro 1 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan 

peraturan perundang-undangan gun amenjamin prinsip 

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat 

dan akuntabilitas sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif, 

kepastian usaha dan melindungi kepentingan umum demi 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat;  

 

 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 

2003; UU no. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 

Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP 

No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 

2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP no. 12 Tahun 2017; Perda No. 2 

Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2011; 

Perda No. 1 Tahun 2012. 

 

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut 1. 

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf g diubah, 2. Ketentuan Pasal 21 

huruf f diubah, 3. Ketentuan Pasal 41 ayat (4) diubah dan ayat (5) 

dihapus, 4. Ketentuan Pasal 55 ayat (3) dan ayat (4) diubah, 5. 

Ketentuan Pasal 77 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), 6. 

Ketentuan Pasal 89 ayat (1) diubah, 7. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) 

diubah, 8. Judul BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN dan 

Pasal 96 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipi ayat baru yaitu ayat 

(2a), 9. Diantara Pasal 96 dan Psal 97 disisipi 1(satu) pasal baru 

yaitu Pasal 96A 

  

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 

September 2018 

 

 

  

 


